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A. LATAR BELAKANG

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi
birokrasi yang di canangkan oleh pemerintah. Pelayanan publik menjadi Core
Business birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efektif dan efisien,
responsif, partisipatif dan akuntabel akan mendorong meningkatnya kinerja
birokrasi dalam mewujudkan Good Governance.

Reformasi birokrasi harus disertai dengan rencana aksi yang jelas serta
diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen. Reformasi birokrasi harus
dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah
Agung RI, Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta melakukan perubahan-
perubahan dengan terus berinovasi dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi
tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung
peningkatan kinerja, proses penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di
masing-masing bidang.

Kemandirian kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis yudisialnya akan berjalan
lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal
ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan militer).
Dukungan teknis administratif terhadap teknis yudisial peradilan militer,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan
keadilan. Sebagai bagian dari peradilan militer, Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta secara hierarkhi organisatoris dan administratif berada di bawah
Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta, Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN
Mahkamah Agung RI. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah
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Agung RI sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya
senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan
yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan
biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pilar dalam mewujudkan good governance adalah akuntabilitas
instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) dalam
menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama
tahun 2024, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan
balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta pada masa

yang akan datang.
B. PROFIL ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
A) Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004
tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke
Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia,
termasuk Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta, beralih berada satu
atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta yang merupakan
tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di JI.

Perempatan Ringroad Timur, Banguntapan, Bantul, D.l. Yogyakarta.
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Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe
dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan
Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum
Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan sebagian kota dan kabupaten di wilayah
Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Kota Magelang, Kabupaten Magelang,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap,
Kabupaten = Kebumen, Kabupaten = Wonosobo, Kabupaten
Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

Peta Dislokasi Wilayah Hukum Dilmil 1I-11 Yogyakarta

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang
harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta maka
penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal
yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam
menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga

mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta diatur dalam
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer menyatakan sebagai berikut “Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara

pidana yang Terdakwanya adalah”:
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1) Prajurit berpangkat Kapten ke bawah ;

2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1
huruf b dan huruf ¢ yang Terdakwanya “termasuk tingkat
kepangkatan” Kapten ke bawah; dan

3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus
diadili oleh Pengadilan Militer;

4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2,
3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri
Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam
lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman  untuk
memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk

tindak pidana yang :

1) Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan

Militer 11-11 Yogyakarta.

2) Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada

di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

C) Fungsi.

Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta di bidang fungsi teknis
yustisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman
secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan
misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (Blue Print)
Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan, fungsi Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta sebagai
berikut:

a) Memberikan pelayanan teknis yustisial.
b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara,

administrasi peradilan dan administrasi umum.
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c) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang Hukum Pidana dan Peradilan Militer pada instansi
pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

d) Melakukan pengawasan internal terhadap jalannya
peradilan militer tingkat pertama dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan independen, efektif, dan berkeadilan
sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam
Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Mahkamah
Agung Tahun 2010-2035.

Selain Fungsi diatas, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga
memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu:
1) Fungsi Administrasi

Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi
kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari
Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang
terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

2)  Fungsi Pembinaan
Yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan

sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan,
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta melalui Kepala Pengadilan
Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui rapat koordinasi atau
jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk
menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara

umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta
dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat
tim dari Pengadilan Militer [I-11 Yogyakarta melakukan
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pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer.

Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

3) Fungsi Pengawasan

Yaitu merupakan pendukung terlaksananya  sistem
penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel. Dalam
melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer
membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan
evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali
dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini

dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi
Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) bagian
yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan
Militer 1I-11 Yogyakarta adalah aparatur negara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kapala Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta. Kesekretariatan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta
adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta. Kepaniteraan Pengadilan
Militer 1I-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Kesekretariatan Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta mempunyai
tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan
prasarana di lingkungan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam
pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan
memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi

tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan
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fungsi Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta membarenginya dengan
pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang
dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi
pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan

lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan
manajemen peradilan di Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta

bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.

2. Pelakasanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis
teknologi informasi.
Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.

4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya

peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan
administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan
administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan
dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan, yang dijadikan sebagai acuan kerangka
kinerja aparatur Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dalam mewujudkan
visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan untuk Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta sebagai berikut:

Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera, terdiri atas:

a. Panitera Muda Pidana; dan

b. Panitera Muda Hukum;

Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris, terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Keuangan;
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b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan

c. Subbagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan.

Di samping Organisasi struktural, Pengadilan Militer 1I-11
Yogyakarta memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer
(Pokkimil) dan Panitera Pengganti, serta jabatan fungsional di bagian
kesekretariatan yaitu Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

dan Pranata Keuangan APBN Penyelia.

1) Kelompok Hakim Militer

Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban,
memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan Pelanggaran
yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku,
susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam
melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan
yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan
kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.

Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer
di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain
menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang
penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

2) Panitera Pengganti

Panitera pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas
menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim
dalam persidangan untuk membuat berita acara pemeriksaan
sidang.

3) Fungsional Kesekretariatan

Jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan pegawai
yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus adalah untuk jabatan
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Pranata

Keuangan APBN Penyelia.
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Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN VMILITER I1 - 11 YOGYAKARTA
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Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas,
tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga
pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah terbagi habis ke seluruh

sumber daya manusia di Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta.

C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap
nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer 11-11

Yogyakarta.

Aspek strategis Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta terdiri dari
aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan

dan aspek pengelolaan anggaran.

a. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi
yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa
digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern
teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang
disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik

semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan
tugas Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta, pembinaan dan
pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal
peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan

peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 | 9



Sumber daya manusia Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer
(Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNPN (Pegawali
Pemerintah Non Pegawai Negeri). Tahun 2024 Sumber Daya
Manusia Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta berjumlah 45 orang
dengan rincian 26 orang Militer, 11 orang ASN, dan 8 orang
PPNPN.

Data Pegawai

Jabatan Keterang
an

1 Tehnis Kepala 1 Orang
Pengadilan Wakil Kepala 1 Orang
Pokkimmil 4 Orang

Panitera 1 Orang

Panmud Pidana Kosong

Panmud Hukum Kosong

Panitera Pengganti 4 Orang

Analis Hukum 1 Orang

Pengelola Perkara Panmud Pidana 1 Orang

Pengelola Perkara Panmud Hukum 2 Orang

Pengolah Data Keberatan dan Banding 1 Orang

Analis Perkara Peradilan 1 Orang

2 Non Tehnis Sekretaris 1 Orang
Pengadilan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 1 Orang
Kasubbag Perencanaan, Tl dan Pelaporan 1 Orang

Kasubbag Umum dan Keuangan 1 Orang

Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan 1 Orang

Analis Humas 1 Orang

Pengelola Sistem dan Jaringan 1 Orang

Verifikator Keuangan 1 Orang

Pranata Barang dan Jasa 1 Orang

Pengelola Data PTIP 1 Orang

Pengelola Sistem informasi Kepegawaian 1 Orang

Pemelihara Sarana dan Prasarana 1 Orang
Pengadministrasi Persuratan 1 Orang

Pengelola Kepegawaian 1 Orang

3 Jabatan Arsiparis Kosong
Fungsional Pustakawan Kosong
Pranata komputer Kosong

Bendahara 1 Orang

Pranata Peradilan Kosong

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli 1 Orang

Pertama
Pranata Keuangan APBN Penyelia 1 Orang

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian,

pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

1) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta terdiri dari personel Militer, PNS dan
PPNPN. Tenaga PPNPN merupakan tenaga kontrak dengan

jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 | 10



memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi

untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Status

Kepegawaian
: Persentase
No Status Kepegawaian Jumlah (%)
1 Militer 26 57,78
2 PNS 11 24,54
3 PPNPN fe] 17,78
Jumlah Total 45 100,00

Grafik : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Militer

2) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin
Sebaran pegawai Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta

berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Jenis Kelamin
Kepegawaian ~ Laki-laki ~~ Perempuan
1 Militer 20 6
2 PNS 8 3
3 PPNPN 8 0
Jumlah Total 36 9

3) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat
Sebaran pegawai Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta
berdasarkan kepangkatan adalah sebagai berikut :
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Grafik : Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

Pangkat TNl dan PNS pada Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta
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4) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Jenjang pendidikan seluruh pegawai Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam tabel di

bawah ini :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Pegawai pada Pengadilan Militer Il-11 Yogyakarta
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5) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam
mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja
panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini
umumnya berusia lebih matang.
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Secara umum, pengelompokan usia pegawai

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta yaitu :

Tabel : Data Pegawai Berdasarkan Usia

Status Kepegawaian

Militer PNS
1 | 20-30 Tahun - 2 3
2 | 31-40 Tahun 5 2 4 11
3 | 41-50 Tahun 18 3 1 21
4 | 51 —58 Tahun 3 4 7

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa
sebagian besar pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset
yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja

dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

b. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi  perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek
manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh

terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta
dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu

penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2024 dijalankan dengan
berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer II-
11 Yogyakarta tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan
dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan
selama tahun 2024.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja
yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP
menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing

bagian di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
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Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan
baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi
setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada
Kepala Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta. Dalam laporan ini

disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang,
penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei
kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer 11-11

Yogyakarta.

c. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta
yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan
anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan
selaras dengan prinsip- prinsip yang terkandung dalam undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk
mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun
2024, Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta didukung oleh
anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapat Dan Belanja
Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta memiliki 2 (dua) DIPA
dari Eselon | yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen
Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

D. ISUSTRATEGIS

Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja,
baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka
menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian
penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana

kinerja.
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Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah menetapkan satu isu
strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana,
biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan

dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta yang sangat
luas.

- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.

- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara
yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi
terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian

perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta yang secara jumlah
terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana yang baik.

- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga
ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala
untuk hadir dalam persidangan.

- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi,
sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara

secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan
akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan

Militer 11-11 Yogyakarta dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang

telah dilaksanakan yaitu :

1  Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
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2. Menyelenggarakan persidangan secara online.
3. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta
aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat
diakses secara online oleh masyarakat.
4.  Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara
langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta maupun secara tidak langsung dengan melalui
aplikasi Siwas, telepon atau email.
5. Menyelenggarakan sidang keliling ke di wilayah hukumnya
untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses

persidangan.

E. Kondisi Lingkungan Strategis.

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta pada
TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength).

Kekuatan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta mencakup hal-
hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,
seperti:

a. Pengadilan Militer 1l-11 Yogyakarta adalah pelaksana
kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di
wilayah hukum Dilmil [I-11 Yogyakarta yaitu propinsi D.l.
Yogyakarta dan sebagian propinsi Jawa Tengah.

b. Dasar Hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan
melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Militer [I-11
Yogyakarta, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan,
pengorganisasian, maupun pengelolaan sumber daya manusia.
c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah
disusun dan dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan
masyarakat pencari keadilan, sehingga penyelesaian tugas
menjadi lebih terukur.

d. Komitmen pimpinan Pengadilan Militer [I-11 Yogyakarta dan

seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Militer [I-11
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Yogyakarta.
e. Adanya undang-undang yang mangatur kewenangan Militer
[I-11 Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
f. Sudah adanya sistem pengawasan sistem pengaduan
masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara online,
berupa aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan) yang dibuat oleh
Mahkamah Agung RI.
g. Sudah adanya sistem evaluasi internal dan sistem reward and
punishment pada Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta yang di
wujudkan dengan penetapan Pegawai Role Model setiap 1
(satu) tahun
h. Pengadilan Militer 1l-11 Yogyakarta telah menerapkan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer [I-11
Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8
Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan
Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer. Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan
secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian Kepaniteraan dan
Kesekretariatan.
I. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk
transparansi serta sarana pemberian informasi kepada
masyarakat terus di tingkatkan melalui:
1) Website Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta https://dilmil-
yogyakarta.go.id/. Dengan jalan selalu mengupdate berita dan
informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta.
2) Aplikasi Whatsapp pada Nomor 0812 3211 2008, yang
merupakan asisten virtual berbasis aplikasi whatsapp yang

dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi
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tentang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
3) Instagram Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta, yang bisa
diakses pada https://www.instagram.com/dilmiljogja/ yang di

dalamnya memuat informasi seputar kegiatan dan pelayanan
terbaru yang ada di Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta.
j. Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta memiliki beberapa inovasi
pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
bertujuan untuk memberikan kemudahan serta kepuasan bagi
masyarakat pencari keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut,
maka Pengadilan Militer 11-11 Yogykarta membuat beberapa
inovasi pelayanan publik, diantaranya:
1) Aplikasi Sippintter (Sistem Informasi Peradilan Pidana
Militer Terpadu), dapat diakses pada https://sippintter.dilmil-
yogyakarta.go.id/ yang merupakan aplikasi untuk mengetahui
jalannya berkas perkara mulai dari Polisi Militer sampai
dengan Lembaga Pemasyarakatan Militer.
2) Aplikasi PeSan Dilan (Petikan Putusan Pengadilan), dapat
diakses pada https://pesandilan.dilmil-yogyakarta.go.id/ yang
merupakan aplikasi untuk Terdakwa dalam memperoleh
Petikan Putusan.
3) Aplikasi e-Service, dapat diakses pada
https://service.dilmil-yogyakarta.go.id/ merupakan aplikasi
untuk memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan Surat
Keterangan Belum Pernah Dipidana dan aplikasi bagi
mahasiswa yang akan melaksanakan magang atau penelitian

di Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta.

k. Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta merupakan kantor
Pengadilan yang ramah bagi kaum disabilitas. Kantor Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta dilengkapi dengan beberapa fasilitas
yang ramah bagi kaum disabilitas, seperti toilet disabilitas, alat
bantu jalan berupa tongkat dan kursi roda, guiding block di
seluruh area pelayanan, jalur landai bagi penyandang disabulitas,
area parkir disabilitas, meja layanan prioritas, dan lain
sebagainya.
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I. Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta telah mendapat predikat
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada
tanggal 21 Desember 2020. Dengan predikat tersebut
menggambarkan bahwa Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta telah
berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi
indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan
berkinerja tinggi.

m. Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta telah mendapat predikat
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpan
RB pada tahun 2022. Dengan predikat tersebut menggambarkan
bahwa Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah berhasil
melaksanakan reformasi dengan baik, melayani Masyarakat
dengan prima, dan berkinerja tinggi.

n. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mendapat sertifikat
Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada
tahun 2024 dan pada tahun 2024 kembali mendapatkan sertifikat

SMAP evaluasi pertama.

2. Kelemahan (Weakness).
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer 1l1-11
Yogyakarta dirinci dalam beberapa aspek:
a. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
pada Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta. Pengadilan Militer Il-
11 Yogyakarta saat ini belum diimbangi dengan tenaga SDM
yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
b. Evaluasi penilaian kinerja terhadap SDM yang ada (Hakim,

ASN, dan tenaga Honorer) belum dilakukan secara optimal.

c. Kompetensi pengguna  (user) Sistem  Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta masih kurang yang menyebabkan implementasi
SIPP belum berjalan secara optimal.

d. Kualitas SDM Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di bidang
Teknologi Informasi masih sangat kurang. Hal tersebut
memungkinkan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta akan

lambat beradaptasi dengan cepatnya perkembangan arus
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teknologi saat ini.

e. Kondisi Gedung Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta yang
berada di sekeliling daratan rendah dan kultur tanah yang
mengalami pemadatan dan di tambah dengan curah hujan
dengan intensitas tinggi mengakibatkan retak pada gedung
sebelah kanan belakang.

f. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan
dan rencana yang diajukan. Hal ini mengakibatkan kesulitan

untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Peluang (Opportunities).

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer [l-11
Yogyakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa
aspek :

a. Tersedianya Peraturan—peraturan yang mendukung sistem
peradilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b. Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua Aparat
Penegak Hukum di wilayah hukum Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta.

c. Adanya diklat dan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat
Mahkamah Agung RI baik secara daring maupun luring yang
mendorong perkembangan kompetensi SDM Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta.

d. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan yang
dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi [l Jakarta maupun
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia

e. Adanya dukungan aplikasi seperti SIPP, Sippintter, PeSan
Dilan dan E-Service yang terus menerus dikembangkan
mengikuti kebutuhan masyarakat.

f. Adanya SIPP Web dan Direktori Putusan Mahkamah
Agung sehingga masyarakat dapat melihat putusan perkara
secara online

g. Letak Gedung Pengadilan yang berada di jalan protokol
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propinsi D.l. Yogyakarta sehingga mudah dicapai oleh
masyarakat

h. Diterapkannya aplikasi SIWAS (Sistem Informasi
Pengawasan) Mahkamah Agung Rl guna kegiatan
pengawasan Pengadilan

i. Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta ditunjuk oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk menerapkan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SMAP adalah suatu
system manajemen yang merinci persyaratan dan
menyediakan panduan untuk menerapkan, memelihara,
meninjau, dan meningkatkan manajemen anti penyuapan.

j. Adanya aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-
BERPADU) vyang dibuat oleh Biro Hukum dan Humas
Mahkamah Agung Rl yang memudahkan integrasi berkas

pidana antara Aparat Penegak Hukum.

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan di Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta
yang akan dihadapi dan upaya untuk tetap dapat melakukan
perbaikan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan,
sebagai berikut:

a. Rendahnya Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
Lembaga Peradilan

b. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana
dan prasarana belum cukup dalam peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan kepada masyarakat.

c. Perkembangan teknologi yang sangat cepat

d. Gangguan insfrastruktur baik listrik maupun internet yang
dapat menghambat kinerja SDM

e. Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan
Administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga
berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi
dalam menjalankan tertib administrasinya

f. Serangan hacker yang mengancam keamanan perangkat
server, dan software aplikasi—aplikasi yang digunakan oleh

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta.
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F. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan 11-11

Yogyakarta Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta dan tentang LKjIP, yang meliputi: Latar
Belakang, Tugas pokok dan Fungsi, Visi dan misi, Struktur Organisasi
pada Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta, Kondisi lingkungan strategis,

dan Sistematika Penyajian.

BAB || PERENCANAAN KINERJA
Menguraikan ringkasan perencanaan dan perjanjian kinerja
Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta Tahun 2024.

BAB Ill AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Perbandingan Pengukuran Kinerja dari TA
2022 sampai dengan TA 2024 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun
2024.

BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB V LAMPIRAN
Lampiran, yang terdiri dari :
1. Rencana Kinerja Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020- 2024;
4. Surat Perintah Penyusunan SAKIP TA 2024
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta 2020-2024
pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai
upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara
pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan
terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang
terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik erhadap peradilan serta
kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Manajemen kinerja Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta ditujukan dalam
rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen
kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian
dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan
disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi

hasil/kinerja (output/outcome oriented).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai
pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil

dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil (Outcome)

Pengendalian

Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Capaian
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja

Pengukuran Evaluasi
Kinerja Kinerja

4 |

Sebagai pedukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator
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kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan
capaian menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk

disesuaikan secara berkala melalui reviu.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu
perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer

[I-11 Yogyakarta.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan
melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik

pengawasan internal maupun eksternal.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan
yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas,

fungsi serta core bussiness yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas
keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan
Militer 1I-11 Yogyakarta menetapkan Indikator Kinerja Utama
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008
tentang Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta menggunakan Indikator
Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan surat
Sekretaris Mahkamah Agung Rl nomor 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31
Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkmah Agung Republik Indonesia.

Berdasar surat tersebut, dokumen SAKIP pengadilan di jajaran
Mahkamah Agung diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SAKIP
yang dapat diakses melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama pada tanggal 06 Desember 2023 yang dipimpin oleh
Kepala Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dan dihadiri oleh seluruh

hakim dan pegawai.
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Indikator Kinerja Utama ini selanjutnya menjadi dasar dalam
mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan

Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta terdiri

dari 3 kinerja utama yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Terdapat 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur

pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

a) Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu;

b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding;

c) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi;

d) Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap

pelayanan peradilan;

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian
Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase salinan putusan yang
telah dikirim ke para pihak tepat waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian

Indikator Kinerja Utama, vyaitu persentase perkara yang

diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen
peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai
suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan
berkelanjutan.

Renstra Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta periode lima tahun

ketiga (2020-2024) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja
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lembaga Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah disesuaikan
dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah
ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Renstra Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta tahun 2020-2024
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra
terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah
yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta
memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah
tercapai.

1. Visi misi
Di dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh
Mahkamah Agung, sebagai puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman
di Indonesia. Visi yang dimaksud adalah Terwujudnya Pengadilan
Militer II-11 yang Agung (Court of Exellence). Oleh karena itu di dalam
upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan
yang meliputi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta;
2.  Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada
pencari keadilan;
3.  Meningkatkan kualitas  kepemimpinan peradilan,
profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta; dan
4.  Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta.
Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam
bekerja, Pengadilan Militer [I-11 Yogyakarta memiliki motto

I.S.T.I.M.E.W.A., yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :
| : Integritas

Yaitu selalu bersikap secara transparan, bertanggung jawab
dan bersikap positif

S : Solid

Yaitu bersikap saling menghargai antar sesama pegawai
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T : Tangguh

Yaitu bersikap pantang menyerah dan memiliki semangat
yang tinggi

| : Imparsial

Yaitu bersikap adil dalam memberikan pelayanan

M : Militan

Yaitu memiliki semangat yang tinggi, disiplin dan
bertanggung jawab

E : Empati

Yaitu memberi respon yang tepat serta menjalin hubungan
baik dengan orang sekitar

W : Wibawa

Yaitu mampu menjaga kehormatan, dan menjadi teladan

dalam bersikap dan perbuatan
A : Amanah

Yaitu bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya serta tidak

menyalahgunakan kewenangan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer 1I-11

Yogyakarta.

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta menetapkan 4 tujuan

strategis sebagai berikut :

1  Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya
ringan dan transparan.
Dengan indikator kinerja :
a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang
diselesaikan
b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Militer yang diselesaikan.
c. Persentase Perkara Pidana Militer yang
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diselesaikan Tepat Waktu.
d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Militer yang diselesaikan Tepat Waktu.
2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan.
Dengan indikator kinerja :
a. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Banding.

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Banding

c. Index Persepsi pencari keadilan yang puas

terhadap pelayanan peradilan

3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen
peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

Persentase Salinan Putusan yang telah dikirim ke para
pihak tepat waktu.
4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan
Dengan indikator kinerja:

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung

Pengadilan.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka
waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka
Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta menetapkan sasaran-sasaran
dalam rencana strategisnya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur dengan

jangka waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran strategis Pengadilan Militer 1l1-11 Yogyakarta setelah
disinkronkan dengan indikator kinerja utama yang telah direviu
adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel.
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Dengan indikator kinerja :

a. Persentase sisa Perkara Pidana Militer yang
Diselesaikan
b. Persentase sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Militer yang Diselesaikan.

c. Persentase Perkara Pidana Militer yang
Diselesaikan Tepat Waktu.

d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding.

f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi.

g. Index persepsi percari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian
perkara. Dengan indikator kinerja:

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer
yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu

3.  Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.
Dengan indikator kinerja :
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung

Pengadilan.

Ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan
sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik
dan terukur, karenanya Pengadilan Militer I1I-11 Yogyakarta
menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan
dicapai dalam tahun 2024 dengan memperhatikan tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dengan
berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan
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penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih

terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran
langkah- langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan
dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran.

Tahun 2024 terdapat 3 program utama yang dilaksanakan

oleh Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta, yaitu :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Program ini merupakan program untuk mempercepat

proses penyelesaian perkara.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan vyaitu
peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini

disusun untuk mendukung 4 tujuan dalam Renstra, yaitu :

1) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya
ringan dan transparan.

2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system
peradilan.

3) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen

peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

4)  Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 | 30



b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini  merupakan pendukung kelancaran

kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan

teknis.

Melalui program ini Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta
berupaya untuk mendukung Kkegiatan  operasional
perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai.
Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pembinaan
Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Program ini  merupakan pendukung kelancaran

kegiatan administrasi umum dan administrasi lainnya serta

pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
berupaya untuk mendukung kegiatan operasional
perkantoran. Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan

Mahkamah Agung.

C. ARAHKEBIJAKAN DAN STRATEGIS
Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah
Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka

Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan
Akuntabel.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
terpinggirkan.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan
sebagai berikut:
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1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya proses
Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel’, ditetapkan
arah kebijakan sebagai berikut :

a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung
pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.

b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP)
sesuai bidangnya.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah

kebijakan sebagai berikut :

a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi
informasi yang memadai.

b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian
perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses
Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan”, ditetapkan

arah kebijakan sebagai berikut :

a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi

informasi untuk pelayanan publik.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) vyang

merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan
kegiatan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta terarah dan fokus terhadap
pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk
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menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference)
dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer [I-11
yogyakarta tahun 2024 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya Proses Persentase perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan tepat waktu
Transparan, dan Akuntabel
Persentase perkara yang tidak 95%
mengajukan upaya hukum
Banding
Persentase perkara yang tidak 90%

mengajukan upaya hukum Kasasi
Index persepsi percari keadilan| 95%
yang puas terhadap layanan

peradilan
2 | Peningkatan Efektivitas Persentase salinan putusan 100%
Pengelolaan Penyelesaian | perkara yang telah dikirim ke para
Perkara pihak tepat waktu
3 | Meningkatnya Akses Persentase perkara yang 90%

Peradilan bagi Masyarakat | diselesaikan di luar gedung
Miskin dan Terpinggirkan pengadilan

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan
dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta sebagai pemberi
amanah kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai
penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan
kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja
dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target
kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta. Target kinerja Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta tahun

2024 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.
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1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta tahun
2024 disusun di awal tahun 2024 yaitu setelah Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran) TA 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014, tujuan

dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah  untuk  meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur.

3 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberi pengahargaan dan sanksi.

4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervise atas
perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja

pegawai.

2.  PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Adanya reviu IKU dan reviu Renstra mengharuskan
perjanjian Kinerja Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta tahun 2024
juga disesuaikan. Hasil reviu menyatakan bahwa IKU dan Renstra
masih sesuai dan belum diperlukan adanya perubahan, sehingga

perjanjian kinerja pun dinilai masih berlaku.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan
Militer Tinggi Il Jakarta dan Kepala Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta pada bulan Januari 2024.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta tahun

2024 yaitu sebagaimana berikut :
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Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 | Terwujudnya Proses | Persentase perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, | diselesaikan tepat waktu
Transparan, dan
Akuntabel

Persentase perkara yang 90%
tidak mengajukan upaya
hukum Banding
Persentase perkara yang 90%
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

Index persepsi percari| 95%
keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan

2 | Peningkatan Persentase salinan 100%
Efektivitas putusan yang telah dikirim
Pengelolaan ke para pihak tepat waktu
Penyelesaian Perkara
3 | Meningkatnya Akses | Persentase perkara yang 90%
Peradilan bagi diselesaikan di luar
Masyarakat Miskin gedung pengadilan
dan Terpinggirkan

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan
kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta mengalokasikan anggaran yang berasal dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Pengadilan Militer
[I- 11 Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta terhimpun dalam
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP
Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai
Keputusan Kepala Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor W2-
Mil.04/56/KEP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim
Penyusunan LK]jIP Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta.

Tim bekerja menyusun SAKIP dengan mengumpulkan, menelaah dan
mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh bagian di Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024.
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan

yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur
capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi

dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah
dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian
kinerja menjadi indikator besarnya kinerja.
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Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dinilai memiliki kinerja

baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target

yang telahditetapkan.

Realisasi
Capaian = X 100 %
Target
Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer 1I-11
Yogyakarta ditahun 2024 adalah sebagaimana berikut :
Tabel : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Sasaran
No. : Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Strategis
1. Terwujudnya Persentanse 100,00% 100,00% | 100,00%
proses peradilan | perkara yang
yang pasti, diselesaikan tepat
transparan dan | waktu
akuntabel. Persentase 90,00% 89,79% 99,76%
perkara yang
tidak mengajukan
upaya hukum
banding
Persentase 90,00% 97,95% 108,83%
perkara yang
tidak mengajukan
upaya hukum
Kasasi
Index Persepsi 90,00% 99,00% 110,00%
Pencari Keadilan
Yang puas
terhadap Layanan
Peradilan
2. Peningkatan Persentanse 100,00% | 100,00% | 100,00%
efektifitas salinan putusan
pengelolaan yang dikirim ke
penyelesaian para pihak tepat
perkara waktu
3. Peningkatan Persentse 90,00% 100,00% | 100,00%
akses peradilan | pelaksanaan
bagi masyarakat | sidang di luar
miskin dan Gedung
terpinggirkan Pengadilan
(sidang keliling)
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2.  ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta tahun
2024 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-
masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang

ditetapkan.

A) SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan
Dan Akuntabel

Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang
pasti, Transparan Dan Akuntabel menggambarkan
keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur
tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun
ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran
strategis 1 memiliki 6 indikator kinerja yaitu :

a) Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu;
b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding;

c) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

d) Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas dengan
layanan Peradilan.

Yang dimaksud dengan perkara pidana militer dalam
indikator kinerja ini adalah perkara pidana kejahatan yang
dilakukan oleh personel militer.

Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana

umum dan perkara pidana militer.

Perkara pidana militer yang akan dihitung dan
dianalisa dalam laporan ini adalah jumlah dari perkara

pidana umum dan pidana militer.
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Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu

sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sasaran
No. :
Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1. Terwujudnya
proses
peradilan yang
pasti,
transparan
dan akuntabel.

Persentanse
perkara yang
diselesaikan tepat
waktu

100,00%

100,00%

100,00%

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum banding

90,00%

89,79%

99,76%

Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum Kasasi

90,00%

97,95%

108,83%

Index Persepsi
Pencari Keadilan
Yang puas terhadap
Layanan Peradilan

90,00%

99,00%

110,00%

Sebelum masuk dalam perhitungan dan

capaian

analisis

untuk masing-masing indikator kinerja sasaran,

berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian

perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan

pembahasan capaian kinerja. Tahun 2024 Pengadilan

Militer 11-11 Yogyakarta tidak memiliki perkara sisa dari

tahun 2023, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah

49 perkara kejahatan dan yang kemudian menjadi beban
perkara ditahun 2024.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer 11-11

Yogyakarta telah memutus sejumlah 49 perkara.

Sisa
No. Klasifikasi Perkara Masuk | Putus | Dikembalikan Ket
Awal
a b C d f g
Sisa awal Perkara tahun 2024 :
1 | Desersi 19 19
2 | Insubordinasi 1
3 | Kesusilaan 0 3 0
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Pemalsuan Surat

Pencurian
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Penganiayaan

Penggelapan
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Jumlah
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49 49 Sisa: 0

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan
table diatas selanjutnya dilakukan analisa capaian
berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Berikut adalah
perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 4
indikator kinerja.

1) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat
Waktu

Persentase perkara pidana militer yang
diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara
jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat
waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang
diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian
perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu
penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13
Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di
Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan
bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat
pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Semakin banyak perkara yang diputus maksimal
dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja
penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta.
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Dari 49 perkara yang menjadi beban di tahun
2024, Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta dapat
memutus seluruh perkara yang masuk ditahun 2024

yaitu 49 perkara kejahatan.

Tabel: Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

Militer Berdasarkan Bulan Putus

NO BULAN <3 4-5 6-12 >12 KET
BULAN | BULAN | BULAN | BULAN
1 2 3 4 5 6 7
1 | JANUARI 1 0 0 0
2 | FEBRUARI S 0 0 0
3 | MARET 4 0 0 0
4 | APRIL 4 0 0 0
5 | MEI 3 0 0 0
6 | JUNI 6 0 0 0
7 | JULI 0 0 0 0
8 | AGUSTUS 10 0 0 0
9 | SEPTEMBER 6 0 0 0
10 | OKTOBER 7 0 0 0
11 | NOVEMBER 1 0 0 0
12 | DESEMBER 2 0 0 0
JUMLAH 49 0 0 0

Dari tabel di atas terbaca bahwa sebanyak 49
perkara yang menjadi tugas Pengadilan militer 11-11
Yogyakarta dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga
prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar 100,00%

Dari data penyelesaian perkara di atas,
selanjutnya dapat dihitung besar realisasi dan capaian
penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu
di tahun 2024.

Besaran realisasi dan capaian tersebut
sebagaimana tabel di bawah.
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Tabel Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer
Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan

Tepat Waktu

Tahun \ Target Realisasi Capaian

Indikator Kinerja ‘

100,00%
2023 100% 100 % 100,00%
2022 100% 100 % 100,00%

Dari hasil monitoring dan evaluasi diperoleh data
bahwa adanya tidak ada kenaikan atau penurunan
capaian tahun 2024 dibanding tahun 2023 yaitu 100%.

Adapun tidak adanya penurunan kinerja tahun
2024 dibanding tahun sebelumnya dikarenakan
adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya

yaitu :

- Adanya koordinasi dengan pihak Oditurat Militer
maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan
Terdakwa dan para Saksi. Dengan semakin baiknya
koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi
dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan
yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu
penyelesaian persidangan.

- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam
jadwal sidang.

- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim
dan Oditur Militer.

- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga

memperlancar proses persidangan.

Grafik : Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Militer Yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Perkara Pidana Militer Yang
Diselesaikan Tepat Waktu
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2) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Banding adalah perbandingan antara jumlah
perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum
banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi
kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari

keadilan terhadap putusan pengadilan.

Dari 49 perkara yang putus tahun 2024, sebanyak
8 perkara mengajukan upaya hukum banding dan
sisanya sebanyak 41 perkara tidak mengajukan upaya

hukum banding.

NO KETERANGAN JUMLAH
1 2 3

1 | Perkara kejahatan dan pelanggaran yang
telah putus 49

2 | Perkara yang mengajukan upaya hukum

Banding 8

Total perkara yang tidak mengajukan Upaya

Hukum 41

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Tahun \ Target Realisasi Capaian
83,67% 92,22%
2023 90% 49,25% 54,72%
2022 90% 71,67% 71,67%

Indikator Kinerja

Capaian penyelesaian perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024
dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 adalah
sebagaimana ditunjukkan tabel diatas.
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Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding di
tahun 2023 dan tahun 2022.

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Banding

2022 2023 2024
Tahun

Dari hasil monitoring dan evaluasi diketahui
bahwa capaian tahun 2024 mangalami peningkatan
dibanding tahun 2023 karena Oditur dan Terdakwa
telah menerima putusan pengadilan militer 1I-11
Yogyakarta yang berarti bahwa putusan Pengadilan
Militer 1I-11 Yogyakarta telah memenuhi rasa keadilan
bagi kedua belah pihak.

3) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah
perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi langsung dengan jumlah perkara yang telah
diputus.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan
dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan

terhadap putusan pengadilan.

Dari 49 perkara yang putus tahun 2024, terdapat 1
perkara mengajukan upaya hukum kasasi langsung.
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Tabel : Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan
UpayaHukum kasasi

Tahun \ Target Realisasi Capaian
89,79% 99,76%
2023 90% 80,25% 79,72%
2022 85% 79,67% 79,67%

Indikator Kinerja ‘

Capaian penyelesaian perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024
dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 adalah

sebagaimana ditunjukkan tabel diatas.

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun
2024 mengalami peningkatan dibanding di tahun 2023
dan tahun 2022.

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Perkara
yang tidak menajukan upaya hukum Kasasi

Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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4) Index Persepsi Pencari keadilan yang puas

terhadap layanan Peradilan

Pelayanan publik yang prima merupakan tugas
semua instansi pemerintah tidak terkecuali Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta. Meski demikian, sering kali
layanan publik dikeluhkan warga karena tidak
memenuhi ekspetasi dan kepuasan pengguna layanan.
Pertanyaannya adalah apakah setiap ekspetasi maupun
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ketidakpuasan pengguna layanan adalah selalu benar?

Jawabannya tentu tidak selalu benar.

Karena itu diperlukan standar ukuran baik buruknya
kualitas pelayanan instansi pemerintah. Sebagai badan
peradilan di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan
Militer 11-11  Yogyakarta telah berupaya untuk
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat
pengguna layanan pengadilan yang tidak hanya
sebatas kepada para pihak yang berperkara akan tetapi
semua lapisan masyarakat.

Hal tersebut terbukti dengan survey kepuasan
masyarakat yang terus meningkat. Dalam hal persepsi
pengguna layanan yang puas terhadap layanan
Pengadilan  Militer 1I-11  Yogyakarta tercermin
banyaknya masyarakat pengguna layanan dalam hal ini
para mahasiswa yang melaksanakan magang ataupun
melaksanakan penelitian di pengadilan Militer 11-11

Yogyakarta.

B) SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana
Militer Yang Dikirim Ke para pihak tepat Waktu

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur
Mililter dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan
antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat
waktu dengan jumlah putusan. Indikator ini untuk
mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor
01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta
berdasar undang-undang nomor 31 Tahun 1997
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tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer 1I-11
Yogyakarta memberikan salinan putusan kepada para
pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum,
Oditur Militer dan Penyidik.

Pada tahun 2024 Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta mengirimkan 49 salinan putusan kepada
Oditur Militer dan sejumlah 49 salinan putusan kepada
Papera, Ankum dan Penyidik.

Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Melaksanakan amanat undang-undang dan
peraturan lain terkait pengiriman salinan putusan.

- Agar Ankum atau kesatuan Terdakwa mengetahui
tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim,
beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi
dasar penjatuhan putusan.

- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki
dokumen Putusan apabila mempertimbangkan

untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel : Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan
Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat Waktu

Persentase salinan Putusan yang dikirim kepada para

Indikator ‘
Kinerja pihak tepat waktu

Tahun Target Realisasi Capaian
2023 100% 100% 100%
2022 100% 100% 100%

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Salinan
Putusan Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat
Waktu

Perbandingan Persentase Capaian Salinan
Putusan Yang Dikirim Kepada para pihak Tepat
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Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan
kepada para pihak, maka Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta telah merealisasikan 100% dari target yang
ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target, maka Pengadilan
Militer 1I-11 Yogyakarta telah melaksanakan perjanjian

kinerja dengan baik.

Salinan putusan yang dikirim kepada Para pihak
secara tepat waktu tahun 2024 menghasilkan capaian
yang sama seperti tahun 2023 dan tahun 2022.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian ini

didukung oleh faktor yaitu :

- Pelaksanaan kerja yang sesuai SOP.
- Minutasi perkara tepat waktu
- Komitmen seluruh pegawai untuk memberikan

pelayanan yang terbaik.

- Pengadilan Militer [I-11 Yogyakarta dalam hal
pengiriman salinan putusan memanfaatkan

teknologi informasi.

C) SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan ditetapkan untuk
mengukur kinerja Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dalam
memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi
masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah.

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang
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diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah

perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas
penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN | INDIKATOR

NO STRATEGIS KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
3 Meningkatnya Persentase
Akses perkara yang
Peradilan Bagi | diselesaikan di luar @ 7 N
Masyarakat gedung Pengadilan 0 A =
Miskin dan

terpinggirkan

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan
dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan
sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang
dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di

Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan
perkaradengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para
Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan
Terdakwa dan para Saksi untuk menghadiri
persidangan.

- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya
relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di
pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para
Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau

berdekatan.
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Tabel : Pelaksanaan Sidang Keliling

1 |26 Pengadilan 7 5 Rp26.313.000 Rp26.313.000

Februari | Agama
2024 s.d. | Purwokerto
1 Maret
2024

2 05 s.d. Pengadilan 5 5 Rp26.297.000 Rp26.297.000
09 Agama
Agustus Mungkid
2024

Tahun 2024 Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta telah
2 kali Tabel

menunjukkan bahwa Pengadilan Militer [I-11 Yogyakarta

melaksanakan sidang keliling. diatas
merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 12 perkara
pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 12 perkara pidana

militer dapat diputus.

Manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang

keliling yaitu :

- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat
tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer 11-11

Yogyakarta dapat memperoleh  akses  untuk

mendapatkan keadilan.

- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik
seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang
untuk hadir ke gedung Pengadilan Militer 11-11

Yogyakarta, dapat memperoleh kesempatan untuk

hadir dalam sidang keliling.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di
Luar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

Indikator Kinerja -
pengadilan

2024

Tahun

Target
90%

Realisasi
100%

Capaian
100 %

2023

90%

100%

100 %
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[2022 [ 90% [ 100% [ 100 % |

Grafik : Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang
Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang
Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan
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Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan tahun 2024 diperoleh capaian sebesar
100%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah

melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2024 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022.

Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya peningkatan jumlah perkara yang dapat di
putus pada saat kegiatan sidang keliling di tahun 2024
dibanding tahun 2023.

- Adanya penambahan anggaran untuk sidang keliling
dari satker pusat.

- Target kinerja tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun
2023.

- Adanya koordinasi dengan Oditur agar dapat

menghadirkan seluruh Terdakwa dan Saksi.

- Berpedoman dengan program kerja yang telah di susun
dan sesuai dengan SOP.
Dengan terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka
perjanjian kinerja tahun 2024 telah terpenuhi.
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Faktor pendukung dan program aksi atas terlaksananya
sidang keliling tahun 2024 dengan hasil yang memuaskan
dan sesuai target, telah dicatat dalam laporan monitoring dan
evaluasi. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan
sidang Kkeliling tahun 2024. Diharapkan capaian sidang
keliling tahun 2024 akan lebih meningkat.

Dari capaian di 3 sasaran strategis sebagiamana diuraikan di
atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta dikategorikan sangat baik. Hal ini
ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar target kinerja

sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

Grafik : Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama
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B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta, pada awal tahun 2024 Pengadilan Militer
[I-11 Yogyakarta ~mendapatkan total alokasi anggaran sebesar
Rp4.258.976.000 (empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan Nomor SP DIPA-
005.01.2.663292/2024 tanggal 30 November 2023 terdiri dari Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
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meliputi belanja pegawai dan belanja barang serta Program Sarana
dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang meliputi belanja
modal.

Anggaran DIPA (01) awal Tahun 2024 sebesar
Rp4.110.281.000,00 (Empat milyar seratus sepuluh juta dua ratus
delapan puluh satu ribu rupiah)

a) Belanja Pegawai :

- Pagu Rp 2.791.114.000,-
- Realisasi Rp 2.671.258.867,-
- Sisa Rp. 150.121.806,-
Prosentase 96,00 %

b) Belanja Barang Operasional

- Pagu Rp 1.319.167.000,-
- Realisasi Rp 1.289.682.327,-
- Sisa Rp 29.484.673,-
Prosentase 98,00 %

c) Belanja Modal

- Pagu Rp 162.982.000,-

- Realisasi Rp 162.200.000,-

- Sisa Rp 782.000,-
Prosentase 99,00 %

2. DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
Nomor SP DIPA-005.05.2.663293/2024 tanggal 30 November 2023,
dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer berupa
belanja barang. Anggaran DIPA (05) sebesar Rp 93.000.000,00

(sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2024
pada DIPA (05) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program
kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

a) Belanja Barang Operasional
- Pagu Rp 93.972.000,-
- Realisasi Rp 92.411.800,-
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- Sisa Rp 1.561.000,-
Prosentase 98,00 %

b) Belanja Barang Non Operasional

- Pagu Rp. -

- Realisasi Rp. -

- Sisa Rp. -
a. Belanja Barang

Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2024
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar Rp 1.319.167.000,- (satu
milyar tiga ratus Sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu
rupiah), ini terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 88.326.000,00
(delapan puluh delapan dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
dari pagu belanja barang tahun sebelumnya pada tahun 2023 sebesar
Rp 1.230.841.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus

empat puluh satu ribu rupiah)

C. Belanja Modal

Pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2024
Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta sebesar Rp 162.982.000,00 (seratus
enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), ini
terdapat penurunan sebesar Rp 44.908.000,00 (empat puluh empat juta
Sembilan ratus delapan ribu rupiah) dari pagu belanja barang tahun
sebelumnya pada tahun 2023 sebesar Rp 207.890.000,00 (dua ratus

tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja/Kegiatan

Untuk mewujudkan indikator kinerja Tahun 2024 Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta diperlukan kegiatan/indikator kegiatan yang telah dicantumkan
dalam program atau Rincian Kerja Anggaran Kelembagaan/Lembaga (RKAKL)
Pengadilan Militer I1I-11 Yogyakarta Tahun 2024 serta telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahuanan 2024, sebagai berikut:
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PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Peningkatan 80 67
Manajemen 83.465.000 80% 78.091.800 94,00%
Peradilan Mliter Perkara Perkara
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Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA

Persentase perkara Jumlah perkara pidana 49 41
yang tidak mengajukan yang mengajukan upaya 626.000 83,67% 626.000 100%
upaya hukum banding hukum banding Perkara Perkara
Persentase perkara Jumlah perkara pidana 49 48
yang tidak mengajukan yang mengajukan upaya 626.000 97,95% 626.000 100%
upaya hukum kasasi hukum kasasi Perkara Perkara
1

N/A
Persentase perkara Jumlah perkara pidana Perkara
yang tidak mengajukan yang mengajukan upaya 650.000 N/A N/A N/A
upaya hukum PK hukum PK Layanan Layanan
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PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan
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PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Persentase 5 5
. pelaksanaan sidang di
Peningkatan | juar Gedung ;’:fj“;:lzhkiﬁ:;';sanaa” 52.610.000 100,00% | 52.610.000 100%
peradilan Etelr;gac)iilan (i) Sidang Sidang
. eliling
bagi
Persentanse perkara
sk dan | Yang diselesaikan d diselosalkan diar ° °
inaairk luar Gedung : 52.610.000 120,00% 52.610.000 100%
terpinggirkan Pengadilan (sidan Gedung Pengadilan
keIiIi%g) g (sidang keliling) Perkara Perkara

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 | 58




PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

Pembinaan

Administrasi  d 12 12

penmg;g;;f,; an 4.273.263.000 100,00% 4.123.141.194 96,48%
Keuangan Layanan Layanan
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PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan
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PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

2 2
162.982.000 100,00% 162.200.000 99,80%
Layanan Layanan

Pengadaan
Sarana dan
Persentanse Prasarana di

pengadaan sarana dan | Lingkungan
prasarana Mahkamah Agung
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PENGADILAN MILITER 11-11 YOGYAKARTA

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga
pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi
bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus
tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan
Militer 1I-11 Yogyakarta, beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan agar
pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta,
dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta pada tahun 2024 pada

prinsipnya lebih baik dibandingkan tahun 2023, hal itu terlihat dari segi

realisasi anggaran yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan di

bandingkan tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 97,85%,

sedangkan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,95%. Setelah di

laksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan realisasi penyerapan

anggaran di karenakan bahwa dalam melaksanakan penyerapan

anggaran telah sesuai dengan yang direncanakan Pengadilan Militer 11-11

Yogyakarta

2. Bahwa LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2024 ini
secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan
dengan baik, terdapat berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian
strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

3. Akuntabilitas Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta, bila diukur
dengan standar personel, materiil, perangkat lunak pengendali yang
tersedia, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta telah memenuhi standar kemantapan organisasi.

4, Pertanggungjawaban terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta pada tahun 2024 adalah 49 perkara.
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5. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana DIPA tahun 2024
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta, dapat dipertanggungjawabkan dengan
baik.

B. Saran.
1. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan
baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Pejabat
Kesekretariatan serta seluruh staf lainnya untuk mengikuti diklatpim serta
pelatihan-pelatihan, bimtek maupun diklat.
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen
kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan
dan mengukur kinerja Mahkamah Agung sesuai dengan core bussines (ciri
khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya
untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di
empat lingkungan peradilan.
3. Perlu diselenggarakan pelatihan dan atau sosialisasi penyusunan
SAKIP agar pegawai yang menangani laporan lebih memahami mengenai
proses dan cara penyusunan SAKIP serta terwujudnya SAKIP yang benar
dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari
SAKIP dapat dioptimalisasi dalam pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK]jIP) sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan, karena akurasi
keterbukaan dan kejujuran di dalam memberikan data untuk penyusunan
Laporan  Kinerja Instansi  Pemerintah  (LKjIP) harus dapat
dipertanggungjawabkan.
5. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses
pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan
instrumen objektif yang tidak berpihak.
6. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai
instrumen punish and reward merupakan mata rantai yang tidak
terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator
kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
7. Keterbukaan dan akuntabilitas di dalam memberikan data untuk

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP).
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2024
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta ini disusun semoga dapat menjadikan
gambaran tentang kinerja Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta dan sebagai
pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku.
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